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ABSTRAK 

 

Penetapan masyarakat penerima BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. 

Penetapan tersebut sesuai dari hasil pendataan yang dilakukan dilapangan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penetapan 

masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan 

Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur dan untuk mengetahui faktor 

penghambat dan faktor penunjang/pendukung dalam menetapkan penerima 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan 

Payakumbuh Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert King Merton yaitu 

mengenai fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (laten). Jenis penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini 

berjumlah sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Kasi Kesos dan 

Ekbang, Ketua RT 002, dan Ketua PSM sekaligus Tim Verval. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian 

data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme 

penetapan penerima BPNT diawali dari pendataan Kepada Keluarga (KK) miskin, 

lalu mensurvei prioritas Kepala Keluarga (KK) penerima BPNT dan selanjutnya 

penetapan penerima BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. 
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ABSTRACT 

 

The determination of BPNT recipient communities is carried out by the Ministry 

of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The determination is in accordance 

with the results of data collection carried out in the field. The purpose of this 

study was to determine and explain the mechanism for determining the recipients 

of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sicincin Village, 

Payakumbuh Timur District and to determine the inhibiting factors and 

supporting/supporting factors in determining the recipients of the Non-Cash Food 

Assistance (BPNT) in Sicincin Village, Sub-District. East Payakumbuh. The 

theory used in this study is the theory of structural functionalism proposed by 

Robert King Merton, which is about the real (manifest) and hidden (latent) 

functions. This type of research uses descriptive qualitative research methods. The 

subjects of this study amounted to 4 people consisting of the Head of the Village, 

Head of Kesos and Ekbang, Head of RT 002, and Chair of PSM as well as the 

Verval Team. Sources of data used are primary data sources and secondary data. 

Data collected by data collection techniques in the form of observation, interviews, 

and documentation. Analysis of the data used in this study in the form of data 

reduction, data presentation and conclusion. The results of this study are the 

mechanism for determining BPNT recipients starting with data collection for poor 

families (KK), then surveying the priorities of the Head of Family (KK) recipients 

of BPNT and then determining BPNT recipients carried out by the Ministry of 

Social Affairs. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan sosial lmerupakan 

bagianl daril kebijakan publik yaitu 

pemerintah, yang berkaitan dengan 

tindakan untuk mengatasi masalah sosial 

yangl memilikil dampak l llangsung 

terhadapl kesejahteraan wargal negara 

melaluil penyediaan pelayananl sosiall 

maupun lbantuan lsosial (Abdoellah & 

Rusfiana, 2016). Kesejahteraan atau 

sejahtera menjadi sesuatu yang dicita- 

citakan oleh sebuah negara. Masyarakat 

yang sejahtera merupakan salah satu 

syarat keberhasilan pembangunan 

ekonomi suatu negara. lPembangunan 

ekonomil itul sendiril tidakl hanya lmelihat 

pada tingkat l pertumbuhan ekonomil dan 

perbaikanl lekonomi, tetapi juga pada 

masalah sosial yang tengah dihadapi 

oleh negara tersebut seperti kemiskinan, 

pengangguran, kematian, kenakalan 

remaja, kriminalitas, konflik sara, 

kekerasan seksual dan lain sebagainya. 

Penyelesaian masalah 

kemiskinan dapat dilakukan melalui 

upaya, artinya kemauan dari keluarga 

miskin tersebut. Pada umumnya terdapat 

dua hal yang menjadi pendorong, yaitu 

pertama, kekuatan internal (keluarga itu 

sendiri) dan kebutuhan akan partisipasi. 

Kedua, kekuatan eksternal adalah 

kekuatan berada di luar dirinya. 

Kekuatan internal mengacu pada apa 

yang dapat dimiliki seorang anggota. 

Kekuatan yang datang dari luar 

berkaitan dengan bantuan atau usaha 

untuk mendorong mereka menjadi lebih 

termotivasi, seperti bantuan keuangan 

(amal/charity), bantuan peralatan dan 

usaha. Bentuk bantuan atau usaha 

tersebut yang telah dilaksanakan selama 

ini, baik oleh pihak yang berwenang, 

pihak   swasta   ataupun   pihak   lainnya 

( Hamid, 2018). 

Pasall 34l ayat l (l1) menegaskan 

fakir l miskin danl anak-anakl terlantar 

dipeliharal danl meruoaka kewajiban 

pemerintah. Lalu padal pasall 34l ayat l (2) 

UUDl 1945 lmenerangkan lnegara 

mengembangkanl sistem jaminanl sosial 

bagil seluruh rakyat l yang tidakl mampu 

sesuail dengan martabat l lkemanusiaan. 

(Utama, 2008). Terdapat dalam 

pembukaanl UUDl l1945 lpada lalinea 

keempat tentangl salah satul tujuan 

negaral Republik Indonesial yaitu luntuk 

memajukan kesejahteraanl umum.Olehl 

karena litu, pemerintah Indonesial telah 

melakukanl berbagai macaml program 

untukl menanggulangi lmasalah 

kemiskinan, karenal pada ldasarnya 

pembangunan sosiall bertujuan luntuk 

meningkatkan kesejahteraanl sosial 

masyarakat l (Yustisia, 2014). 

Tentang penyaluran bansos 

secaral nonl tunail sesuail Perpresl l63 

Tahun l2017. Kemudian padal tahun 

l2018, muncul peraturanl menteri lyaitu 

Permensos lNo. 11 Tahunl 2018 ltentang 

bantuan panganl nontunai. lTujuan 

program Bantuanl Pangan lNon lTunai 

(BPNT) inil adalahl untukl membantu 

meningkatkanl kebutuhan lpangan 

keluargal penerima lmanfaat, pemberian 

gizil seimbang (lKPM) kepada lkeluarga 

penerima lmanfaat, ketepatan sasaran dan 

beban biaya pada keluarga penerima 

manfaat. 

Terhitung sejak awal tahun 2022 

penyaluran program Bansos BPNT 

disalurkanl secaral tunail daril pemerintahl 

yang diberikanl kepada lKPM lmelalui 

kantor Pos Indonesia. Alasan tersebut 

karena Presiden meminta agar 

penyaluran bantuan dapat dilakukan 

dengan cepat. Alasan lain karena ldalam 

praktikl penyalurannyal kerapl lditemui 

praktik lpenyimpangan. Mulai lbarang 

tidak llayak, e-warongl fiktif, lhingga 

nominal tidakl sampai lRp. l110.000. Oleh 

karenal itu, Kemensosl Tri lRismaharani 

mengubah polal penyaluran, lPerubahan 

itu tertuangl dalam surat l Dirjen 

Penangananl Fakir lMiskin, tertanggal l18 

Februari l2022, nomor 

l592/6/BSl.01/2l/2022 tentangl Percepatan 

Penyaluranl Bansos lSembako/lBPNT. 

Besar uang yang diterima adalah Rp. 

200.000   setiap   bulannya.   Pencairan 
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dilakukan sekali 3 bulan dengan besar 

bantuan Rp. 600.000. Dikutip dari 

kompas.com. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penduduk Miskin di 

Kelurahan Sicincin2018-2022 

N 

o. 
Ta 

hu 

n 

Juml 

ah 

Pend 

uduk 

(KK) 

Juml 

ah 

Pend 

uduk 

Misk 

in 

(KK) 

Pene 

rima 

BPN 

T 

Perub 

ahan 

1. 20 
18 

919 136 62 - 

2. 20 
19 

924 149 84 22 

3. 20 
20 

927 144 84 - 

4. 20 
21 

933 133 80 4 

5. 20 
22 

931 128 76 4 

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 

2022 

Berdasarkan tabel diatas 

dijelaskan bahwa terjadi perubahan 

jumlah penduduk, jumlah penduduk 

miskin, dan juga penerima BPNT. 

Terjadi perubahan yang cukup 

signifikan dari tahun 2018-2019 yaitu 

ada kenaikan jumlah penerima BPNT 

sebanyak 22 KK. Perubahan tersebut 

terjadi karena dampak Covid-19 yang 

terjadi di tahun 2019. Jumlah penerima 

BPNT dari tahun 2019-2020 tidak 

mengalami perubahan/tetap. Selanjutnya 

penerima BPNT dari tahun 2020-2021 

mengalami penurunan, begitupun yang 

terjadi di tahun 2022 ini. Penerima 

BPNT di tahun 2022 adalah sebanyak 76 

KK. Jumlah penerima bantuan program 

BPNT didapat langsung dari pusat yang 

berdasarkan dari pendataan yang 

dilakukan dilapangan. Keluarga yang 

mendapatkan bantuan akan diberikan 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang 

mana kartu tersebut sebagai bukti bahwa 

yang bersangkutan merupakan penerima 

bantuan. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

wajib dibawa dalam pengambilan 

bantuan tunai ini. 

Menurut pemantauan dilapangan, 

ada beberapa kendala yang terjadi 

dilapangan antara lain. Pertama, nama 

sudah terdaftar dari pusat namun pada 

saat pembagian bantuan nama tidak ada. 

Kedua, kesalahpahaman masyarakat 

yang berpatokan pada nama bagi yang 

mendapat bantuan sedangkan 

pemerintah berpatokan pada NIK 

masyarakat. Contohnya ada dua nama 

masyarakat yang hampir sama yaitu 

Erlinda dan Herlinda. Lalu salah satu 

dari mereka menganggap berhak 

mendapat bantuan, namun saat 

pembagian bantuan nama yang keluar 

adalah Erlinda karena pemerintah 

berpatokan pada NIK. Hal itu membuat 

nama yang tidak keluar protes. Ketiga, 

disebabkan kesalahan data jumlah 

keluarga pra sejahtera yang tidak cepat 

diperbaharui. Misalnya ada masyarakat 

penerima bantuan yang meninggal dunia 

namun namanya belum dikeluarkan dari 

penerima bantuan dan juga KPM 

tersebut telah mampu. lFenomena 

tersebut l dapat l menimbulkan 

ketidakadilanl dalaml segil ekonomil lbagi 

mereka yangl membutuhkan lserta 

menimbulkan konflikl sosial lantar 

masyarakat. Padahall tujuan lprogram 

BPNT untuk membantu masyarakat 

untuk hidup dengan layak. 

Berdasarkan fenomena tersebut, 

peneliti tertarik dan ingin membahas 

secara mendalam, dimana judul 

penelitian ini adalah “Mekanisme 

Penetapan Masyarakat lPenerima 

Bantuanl Panganl Nonl Tunail (BPNT) ldi 

Kelurahanl Sicincin lKecamatan 

Payakumbuhl Timur lKota Payakumbuh 

Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini 

menjelaskan secara mendalam 

bagaimana mekanisme penetapan 

penerima BPNT di kelurahan tersebut 

serta menjelaskan faktor penghambat 

serta faktor penunjang/pendukung dalam 

menetapkan penerima BPNT. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanl latarl belakang l ldiatas 

danl untuk memperjelasl arah lpenelitian, 

maka penulisl dapat lmerumuskan 

permasalahan lyaitu: 

1. Bagaimanal mekanisme 

penetapanl masyarakat lpenerima 

Bantuan Panganl Non lTunai 

(BPNT) dil Kelurahanl Sicincin 

Kecamatanl Payakumbuh lTimur 

Kotal Payakumbuh Provinsi 

Sumatera Barat ? 

2. Apa saja faktor penghambat dan 

penunjang/pendukung dalam 

menetapkan masyarakat 

penerimal Bantuanl Panganl lNon 

Tunail (BPNT) dil lKelurahan 

Sicincin lKecamatan 

Payakumbuhl Timur lKota 

Payakumbuh Provinsi Sumatera 

Barat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkanl rumusanl masalahl yangl 

dikemukakanl diatas. Makal tujuan 

penelitianl ini adalahl sebagai lberikut: 

1. Untukl mengetahui ldan 

menjelaskan mekanisme 

penetapan masyarakat penerima 

Programl Bantuanl Panganl Nonl 

Tunail (BPNT) dil Kelurahan 

Sicincinl lKecamatan 

Payakumbuh lTimur. 

2. Untukl mengetahui lfaktor 

penghambat l dan lfaktor 

penunjang/pendukung dalam 

menetapkan penerima lBantuan 

Panganl Nonl Tunail (BPNT) ldi 

Kelurahanl Sicincin lKecamatan 

Payakumbuh lTimur 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitianl inil diharapkanl lagar 

masyarakat l dapat mengetahuil keadaan 

sebenarnyal mengenail mekanisme 

penetapanl warga masyarakat l penerima 

programl Bantuan Panganl Non lTunai 

(BPNT) ldi lKelurahan Sicincin 

Kecamatanl Payakumbuh Timur. Dan 

hasilnya memberikanl manfaat l lsecara 

teoritisl danl praktis lsebagai lberikut: 

a. Manfaaat Teoritisl 
Dapat l memberikan kontribusi bagi 

ilmul pengetahuan khususnyal pada 

kajian lsosiologi lpembangunan. 

b. Manfaat l Praktisl 
1. Sebagail bahanl masukanl 

lbagi praktisi pemberdayaan 

masyarakat 

2. Menambahl wawasanl 

penulisl khususnyal ldan 

masyarakat lumumnya 

tentangl penetapan lpenerima 

Program lBPNT ltersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Struktural Fungsional 

Robert King lMerton lmenjelaskan 

bahwal analisisl organisasi lberfokus lpada 

organisasi, lkelompok, masyarakat ldan 

budaya. Merton mengatakan bahwa apa 

pun yang dapat digunakan untuk analisis 

organisasi akan menunjukkan apa yang 

standar di sini, yaitu apa yang ditetapkan 

dan diulang. Merton percaya bahwa 

analisis alur kerja mencakup pekerjaan 

sosial, struktur organisasi, struktur sosial, 

struktur budaya, struktur budaya- 

emosional, struktur lsosial, lorganisasi, 

lstruktur lsosial, alat lkontrol manusia, ldan 

banyak lagi (Ritzer, 2012). 

Ada dua konsep yang dipaparkan 

Merton ialah konsepl fungsil lnyata 

(lmanifes) danl fungsi ltersembunyi 

(llaten). 

1. Fungsi nyata (manifest) adalah 

fitur yang digunakan sebagai 

tujuan yang diharapkan dan 

diinginkan dalam struktur 

komunitas. Menurut Merton, 

kehidupan sosial suatu 

masyarakat memiliki fungsi yang 

jelas terkandung dalam tujuan 

yang diakui dan dicatat dari 

suatu lembaga. Fungsi manifes 

juga dikenal sebagai fungsi 

aktual yang direncanakan dalam 

fungsi dan dirancang sebagai 

tambahan pada sistem. 
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2. Fungsi tersembunyi (laten) 

adalah fungsi yang tidak 

diharapkan, dan biasanya karya 

ini luput dari pandangan publik 

Menurut pernyataan Merton 

dalam (Hunt, Chester L, Ram, & 

Sinaga, 1984) Sebuah tugas 

terselubung dijelaskan seperti 

konsekuensi yang tidak 

diinginkan atau tidak diinginkan. 

Fungsi tersembunyi yang 

digambarkan oleh Merton tidak 

selalu membawa sesuatu yang 

negatif atau berlawanan dengan 

karya yang terlihat. 

2. Konsep Implementasi 

Dalam kamus bahasa Inggris, 

implement (implementasi) berarti alat 

atau perlengkapan. Implementasi sendiri 

dalam kamus bahasa Indonesia memiliki 

arti aplikasi. 

Berikut pengertian implementasi 

(Subarsono,2009): 

1. Sudarsono menjelaskan bahwa 

implementasi adalah kegiatan 

melakukan sesuatu dengan 

menggunakan (alat) untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

2. Solichin menjelaskan bahwa 

implementasil adalahl ltindakan 

yang l dilakukanl oleh lindividu,  

pejabat, pemerintahl atau 

kelompokl swasta untukl 

mencapai tujuanl yang ltelah 

ditetapkan dalaml keputusan 

lkebijakan. 

Modell implementasi olehl Brian lW. 

Hogwood danl Lewis lA. Gunnl (dalam 

Riant Nugroho, 2003: 170-174) sering l 

disebut l denganl lpendekatan ltop-down. 

lHal-hal tersebut l sebagai lberikut: 

1. Kondisil eksternal yangl dihadapi 

olehl instansi/lembagal pelaksana 

tidakl menimbulkan 

lgangguan/hambatan yangl berarti. 

Terkadangl  beberapa 

lhambatan/hambatan limplementasi 

kebijakan beradal di luarl kendali 

pejabat l karena hambatanl tersebut 

bukan merupakan tanggung jawab 

pembuat kebijakan. Hambatan ini 

dapat berupa fisik atau politik. 

2. Waktu dan sumber daya yang cukup 

tersedia untuk menjalankan program. 

3. Kombinasi sumber daya yang 

diperlukan sudah cukup. Satu set 

sumber daya harus disediakan pada 

setiap tahap proses penyebaran. 

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan 

program yang memerlukan 

kombinasi modal kerja dan 

peralatan untuk pelaksanaan 

program harus dipersiapkan secara 

bersamaan. 

4. Kebijakan yang akan ditempuh 

didasarkan pada hubungan sebab 

akibat yang masuk akal. 

5. Kausalitas bersifat langsung, 

dengan hanya sedikit mata rantai. 

6. Dependency harus kecil, apabila 

terdapat interaksi ketergantungan 

menggunakan setting lain wajib 

lkecil. 

7. Pemahamanl danl kesepakatanl yangl 

mendalaml tentang ltujuan. 

8. Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan 

dalam urutan yang benar. 

9. Komunikasil danl koordinasil penuh 

antara komponen atau badan yang 

berpartisipasi dalam program. 

10. Mereka yang berwenang dapat 

menuntut dan menerima kepatuhan 

penuh. 

Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa implementasi ini 

merupakan suatu prosedur atau prosedur 

yang layak dalam lmelaksanakan 

kebijakanl yangl telahl ditetapkanl untuk 

mencapail ltujuan. Dalam studi ini, 

implementasinya berupa pendataan 

masyarakat miskin untuk 

mengidentifikasi penerima BPNT. 

Proses pelaksanaannya berdasarkan 

peraturan Kementerian Sosial Republik 

Indonesia. Penggunaan konsep 

implementasi sangat sesuai dengan 

masalah penelitian yang diajukan oleh 

penulis. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan konsep implementasi 

dalam penelitian ini. 
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3. Konsep Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) 

Programl Bantuanl Panganl lNon 

Tunail (BNPT) adalahl bantuan lpangan 

yang disalurkanl oleh pemerintahl kepada 

Keluargal Penerima Manfaat l (KPM) 

secaral tunail setiap bulan sebesar Rp. 

Dengan 200.000 kantor pos. Kartul yangl 

digunakanl dalaml penyaluranl BPNT 

adalahl Kartu Keluargal Sejahteral (KKS), 

kartu debit atas nama pengelola keluarga, 

Dompet yang wajib dibawa KPM saat 

menggunakan bantuan (BPNT, 2019). 

Keberhasilan program BPNT 

tercermin dari tingkat l lpencapaian 

indikatorl l6T, yaitul tepat lsasaran, tepat 

ljumlah, tepat lharga,tepat lwaktu, tepat 

lkualitas, dan tepat l administrasi. lAgar 

program Bantuanl Pangan Nonl lTunai 

(BPNT) lberhasil, diperlukan lmekanisme 

pelaksanaan yangl jelas ldan sesuai 

prosedurl aturan lyang lberlaku. 

4. Tujuan program BPNT 

Tujuan Program BPNT sebagai 

berikut (Fadlurrohim, Nulhaqim, 

Sulastri, 2019) : 

1) Untukl mengurangil lbeban 

pengeluaranl KPMl dalam 

memenuhil kebutuhan lhidup 

terutama lpangan. 

2) Memberikanl gizi yangl lebih 

lseimbang. 

3) Memberikanl ketepatan ldalam 

sasaran danl waktu lpenerimaan 

bantuan  panganl bagi lKeluarga 

Penerima lManfaat (KPM). 

4) lMemberikan pilihan danl kendala 

kepadal KPM dalaml pemenuhan 

lkebutuhan lpangan. 

5) Memberil dorongan lpencapaian 

tujuan lpembangunan 

berkelanjutan (lSustainable

 Development lGoals/lSDGs). 

6) lMendorong usaha leceran lrakyat. 

5. Mekanisme Penetapan BPNT (SOP) 

Mekanisme penetapan penerima 

BPNT adalah seluruh proses dalam 

pemberian bantuan yang berdasarkan 

pada SOP yang telah diberikan oleh 

Kementerian Sosial RI. Berikut 

mekanisme penetapan BPNT 

(BPNT,2019) : 

1. Penetapan jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) secara 

nasional oleh Kementerian Sosial 

RI setiap tahun. 

2. Target KPM yang diberikan 

bantuan BPNT sesuai dengan 

alokasi KPM yang telah 

ditentukan menteri sebelumnya. 

3. Penetapan jumlah KPM nasional 

dan setiap kota berdasarkan 

kepada Direktur Jenderal Fakir 

Miskin berdasarkan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS). 

4. Berdasarkan jumlah KPM secara 

nasional dan secara kota, daftar 

calon KPM disampaikanl loleh 

satuanl kerjal yangl melaksanakan 

tugasl dan fungsil bidang 

pengelolaanl data lD T K S ,  

satuanl kerja ltersebut 

menyampaikan lkepada Dinas 

Sosiall Kota melaluil sistem 

informasil kesejahteraan lsosial. 

Selanjutnya Dinas Sosial 

menyampaikan ke Tim Verval 

(Verifikasi dan Validasi) 

kelurahan. 

5. Pembuatan rekening Daftar calon 

Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) diperiksa dan dilengkapi 

dengan variabel oleh dinas sosial 

daerah kota. 

6. Variabel-variabel yang dimaksud 

berdasarkan point ke-5 adalah : 

a. Nama dari calon Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM). 
b. Nomor induk kependudukan 

dan kartu keluarga dari 

Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) yang telah sepadan 

daril Direktorat l

lJenderal Kependudukanl ldan 

Catatan Sipill Kementerian 

lDalam lNegeri. 

c. Tempat l lahir daril pemegang 
Keluargal Penerima lManfaat 

(lKPM). 
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d. Tanggall lahirl ldari lKPM. 

e. Namal gadis ibul kandung 

ldari pemegang lKPM. 

f. Namal kepala lkeluarga 

lKPM. 

g. Namal anggota

lkeluarga lKPM. 

h. Tempat l tinggal lKPM 

berdasarkan kartul tanda 

lpenduduk. 

i. Kodel wilayah ldaerah 

provinsi, lkota, kecamatan, 

kelurahanl berdasarkan lkartu 

tanda penduduk l KPM 

lprogram lBPNT. 

7. Dinasl Sosial Kotal melalui lTim 

Verval menyelesaikanl finalisasi 

daftarl calon lKPM dan 

melaporkanl melalui lsistem 

informasil kesejahteraan lsosial. 

8. Hasill finalisasi ldaftar calon 

KPMl yang lolos disampaikan 

oleh fungsi bidang pengelolaan 

data DTKS kepada Direktorat 

Jenderal yang menangani 

pelaksanaan program BPNT. 

9. Penetapan data KPM berupa 

nama, alamat, dan identitas 

lainnya oleh Direktorat Jenderal. 

10. Datal KPMl yangl telahl ditetapkan 

olehl direktorat jenderall yang 

mengelolal pelaksanaan lprogram 

BPNT diserahkan ke Dinas 

Sosial Kota. Kemudian Dinas 

Sosial memberikan kepada Tim 

Verval kelurahan. 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kelurahan Sicincin Kecamatan 

Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini sering 

disebut sebagai informan. Informan itu 

sendiri adalah orang-orang yang 

digunakan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan keadaan yang 

berkaitan dengan latar belakang 

penyelidikan. Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah pemerintah yaitu 

perangkat kelurahan, PSM (Pekerja 

Sosial Masyarakat) dan RT di Kelurahan 

Sicincin. Teknik yang digunakan 

peneliti dalam mengambil sampel adalah 

teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah salah satu cara 

penentuan subjek penelitian berdasarkan 

kriteria-kriteria yang tepat untuk fokus 

penelitian. 

Kriteria-kriteria tersebut, yaitu: 

a. Subjek yang memiliki wewenang 

dan mengetahui serta memahami 

program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT). 

b. Subjek memiliki dan mengetahui 

data serta terlibat langsung dalam 

fenomena penelitian yang sedang 

peneliti lakukan. 

c. Subjek memiliki cukup waktu untuk 

dimintai informasi. 

d. Subyek yang dimintai keterangan 

tidak sedang sakit atau memiliki 

masalah kesehatan lainnya. 

Maka didapatlah jumlah subjek 

dalam penelitian dari kriteria tersebut 

sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari 3 

informan (Kepala Kelurahan, Kasi 

Kesos dan Ekbang, dan Ketua RT 002) 

dan 1 key informannya yaitu Ketua PSM 

sekaligus Tim Verval. Adapun subjek 

penelitian yang telah dipilih adalah : 

a. Key informan (Ketua PSM 

sekaligus Ketua Tim Verval) 

Adapun key informan yang 

peneliti pilih tersebut adalah 

A.A. 

b. Informan 
Adapun informan yang 

memenuhi kriteria sebagai 

informan yang telah peneliti 

pilih : 

1. Ketua RT yaitu A.H. 

2. Kasi Kesos dan 

Ekbang yaitu A.N. 

3. Ketua RT 002 yaitu 

D.I. 
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3.3 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang 

penulis peroleh dari hasil wawancara 

dan observasi. Dalam penelitian ini yang 

menjadi narasumber dalam data primer 

adalah Kepala Kelurahan, Kasi Kesos 

dan Ekbang, Ketua RT 002, dan Ketua 

PSM sekaligus Tim Verval. Selain itu 

data primer juga didapat melalui 

pengamatan secara langsung atau 

observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung. Dalam 

penelitian ini, data sekunder berupa 

buku, jurnal, website resmi, penelitian 

sebelumnya dan laporan kegiatan tim 

verval. Selain itu, juga mengambil data 

dari arsip dan foto sebagai bukti sahih 

dalam melakukan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif 

(Sugiyono,2018). Berikut adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu 

metode untuk memperoleh 

informasi tentang topik 

penelitian dengan cara bertanya 

dan menjawab, tatap muka 

antara penulis dan responden. 

Hasil dari jawaban tersebut 

telah direkam peneliti melalui 

alat bantu perekam. Metode 

wawancara semi terstruktur 

dilakukan  peneliti 

untukmenyiapkan beberapa 

poin-poin penting dan 

dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan kepada Kepala 

Kelurahan, Kasi Kesos dan 

Ekbang, Ketua RT 002, dan 

Ketua PSM sekaligus Tim 

Verval. 

2. Observasi 

Observasi adalah metode 

pengumpulan data yang 

digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian 

melalui observasi dan 

pemahaman.  Pengamatan 

langsung atau pengumpulan 

data langsung adalah suatu 

metode dalam mengumpulkan 

sebuah data menggunakan mata 

tanpa bantuan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. 

Pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Pengamatan secara langsung 

proses pemberian Bantuan 

Sosial Non Tunai (BPNT) 

terhadap warga masyarakat 

di Kelurahan Sicincin. 

b. Pengamatan secara langsung 

keadaan yang yang ada di 

Kelurahan Sicincin. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data kunci di 

kelurahan Sicincin sebagai 

panduan penelitian dan data 

pendukung. Melalui teknik 

komunikasi, peneliti memperoleh 

informasi dari informan sebagai 

narasumber, maupun dari 

berbagai sumber tertulis seperti 

laporan kegiatan tim verval atau 

dokumen yang dapat diakses oleh 

informan berupa website dan 

foto. 

3.5 Analisis Data 

Menurut Moleong, analisis data 

dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) 

langkah, yaitu (Moleong, 2018): 

a. Pengelompokan 

(mengklasifikasikan)  data yang 

sejenis untuk memudahkan analisis 

bagi peneliti. Memberikan 

gambaran tentang informasi yang 

diterima. 

b. Menafsirkan data menggunakan 

teori-teori yang dijelaskan dalam 

tinjauan pustaka. 

c. Hasil umum dari data yang 

dianalisis menunjukkan hasil. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Gambaran Umum Kelurahan Sicincin 

Dalaml  penelitianl inil  llokasi 

penelitianl  dilakukan  ldi lKelurahan 

Sicincin Kecamatanl Payakumbuh Timur 

Kota Payakumbuh  Timur   dengan 

penelitian yang berjudul “Mekanisme 

Penetapan   Masyarakat   lPenerima 

Bantuanl  Panganl Nonl  Tunail di 

Kelurahanl    Sicincin   lKecamatan 

Payakumbuh Timurl Kotal Payakumbuh 

Provinsi Sumatera Barat” pada tahun 

2022. 
Kelurahan Sicincinl ladalah 

sebuahl kelurahanl dil Kecamatan 

Payakumbuhl Timur, Kotal Payakumbuh, 

Provinsil Sumatra lBarat. Dahulu 

Kelurahanl Sicincin lmerupakan 2 

kelurahanl yang terpisahl yaitu lKelurahan 

Sicincin Hilir l dan Kelurahanl Sicincin 

lMudik. Pada tahunl 2014 lberdasarkan 

Perda lNo. 11l Tahun 2014 lKelurahan 

resmi digabung menjadi satu kelurahan 

yaitu Kelurahan Sicincin. Tujuan 

digabungnya Kelurahan Sicincin adalah 

agar mempermudah masyarakat dalam 

sistem administrasi dan agar 

mempermudah pemerintahan karena 

wilayahnya yang kecil. 

Kelurahan Sicincin terdiri dari 5 

RW dan 10 RT. Penduduknya berjumlah 

3.170 jiwa terdiri dari 1.606 jiwa laki- 

laki dan 1.564 jiwa perempuan. 

Pertumbuhan Penduduk 

Tabel. 4.1 

Jumlah Pertumbuhan Penduduk 

Kelurahan Sicincin 2020-2022 
 

No Tahun Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempua 

n (Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

1. 2020 1.472 1.501 2.973 

2. 2021 1.570 1.495 3.065 

3. 2022 1.606 1.564 3.170 

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 

2022 

Berdasarkanl tabell dil atasl dapat 

digambarkanl bahwal jumlah penduduk l 

ldi Kelurahan Sicincin mengalami 

peningkatan. Peningkatan jumlah 

penduduk di Kelurahan Sicincin karena 

adanya pembangunan perumahan di 

beberapa titik di Kelurahan tersebut. 

Berawal dari tahun 2020 dimana jumlah 

penduduk sebanyak 2.973 jiwa, lalu 

pada tahun 2021 meningkat menjadi 

3.065 jiwa. Tahun 2022 jumlah 

penduduk meningkat kembali menjadi 

3.170 jiwa.   Ini membuktikan 

bahwasanya penduduk   Kelurahan 

Sicincin  sangat   cepat  mengalami 

pertumbahan  penduduk.    Faktor 

peningkatan  jumlah    penduduk 

dipengaruhi oleh kelahiran, perpindahan 

penduduk, dan kematian. Namun faktor 

yang sangat mempengaruhi peningkatan 

jumlah penduduk di Kelurahan Sicincin 

adalah perpindahan penduduk (migrasi) 

dari luar ke dalam Kelurahan Sicincin. 

Kemiskinan 

Tabel 4.8 

Data Masyarakat Miskin di Kelurahan 

Sicincin tahun 2019-2022 

 

 
NO 

 
Tahun 

Jumlah 

Masyarakat 

Miskin/Kepala 

Keluarga (KK) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

1 2019 149 2.663 

2 2020 144 2.973 

3 2021 133 3.065 

4 2022 128 3.170 

Sumber: Kantor Kelurahan Sicincin 

2022 

Jumlah masyarakat miskin di 

Kelurahan Sicincin mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut sesuai dengan data pada tabel 

diatas ini. Pada tahun 2019 jumlah 

masyarakat miskin adalah 149 KK 

dengan jumlah penduduk 2.663 jiwa, 

kemudian pada tahun 2020 berjumlah 

144 KK dengan jumlah penduduk 2.973 

jiwa, lalu pada tahun 2021 jumlah 

masyarakat miskin adalah 133 lKK 

denganl jumlahl pendudukl l3.065 ljiwa 

dan dil tahun 2022 l berjumlah l128 lKK 

dengan jumlahl penduduk l3.170 ljiwa. 
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HASIL PENELITIAN 

1. Mekanisme Penetapan 

Masyarakat Penerima BPNT di 

Kelurahan Sicincin 

a. Pendataan Kartu Keluarga 

Miskin 

Pendataan data masyarakat adalah 

kegiatan pengumpulan fakta dan 

evaluasi kinerja yang sistematis 

berdasarkan upaya pemerintah 

berdasarkan kriteria masyarakat miskin 

dan mekanisme untuk mencatat keadaan 

dan kondisi masyarakat yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya. Untuk 

pendataan penduduk miskin disetujui 

oleh Kementerian Sosial. Masyarakat 

harus terdata sebagai penduduk di 

Kelurahan Sicincin yang dibuktikan oleh 

KTP atau minimal memiliki Kartu 

Keluarga. 

Berdasarkanl hasill lwawancara 

penelitil denganl beberapa linforman 

dijelaskan bahwal pendataan Kartu 

Keluarga (KK) miskin dilakukan dari 

lingkup yang paling kecil dahulu yaitu 

pendataan oleh RT setempat, lalu hasil 

pendataan tersebut diserahkan ke PSM 

selaku pekerja sosial, PSM akan turun 

lapangan untuk mensurvei masyarakat 

miskin tersebut. Lalu data-data yang 

telah disurvei dimasukan ke SIMDUK. 

b. Prioritas Kepala Keluarga (KK) 

Penerima BPNT 

Penerima BPNTl ladalah 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu 

keluargal denganl kondisil sosiall lekonomi 

terendah dil wilayah lpermohonan, yang 

namanyal masuk dalaml Daftarl Penerima 

Manfaat l (DPMl) program BPNTl dan 

ditetapkanl olehl Kementerian Sosial. 

Berdasarkanl hasill lwawancara 

penelitil denganl beberapa linforman 

diperolehl hasil bahwal Prioritas Kartu 

Keluarga (KK) penerima BPNT adalah 

masyarakat miskin yang terdata di 

DTKS, tidak mampu memenuhi 

kebutuhan sadang, pangan dan papan, 

mempunyai anggota keluarga yang telah 

lansia, ODGJ, dan disabilitas. 

c. Penetapan Kepala Keluarga 

(KK) Penerima BPNT 

Kartu Keluarga (KK) penerima 

BPNT ditetapkan oleh Kementerian 

Sosial Republik Indonesia berdasarkan 

Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) . 

Berdasarkan data DTKS tersebut, 

Kementerian Sosial RI menetapkan 

siapa saja yang termasuk dalam 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

penerima BPNT. 

Dari hasil observasi dan wawancara 

dengan informan dijelaskan bahwa 

penetapan Kepala Keluarga (KK) 

penerima BPNT berdasarkan pada data 

yang diberikan oleh RT. Data tersebut 

merupakan hasil pendataan masyarakat 

miskin yang layak mendapatkan BPNT. 

Selanjutnya Tim Verval akan turun 

lapangan untuk mensurvei kelayakan 

masyarakat tersebut. Syaratnya 

masyarakat tersebut harus terdata pada 

DTKS. Dalam menilai kelayakan calon 

penerima BPNT dilakukan sebuah 

wawancara ringan mengenai kehidupan 

sehari-hari sambil melihat keadaan 

rumah calon penerima BPNT tersebut 

Setelah mensurvei, data yang diperoleh 

diserahkan kepada Dinas Sosial. Data 

tersebut diinput langsung oleh Dinas 

Sosial ke aplikasi SIKS-NG. Kemudian 

Kementerian Sosial yang akan 

menetapkan nama-nama penerima 

BPNT. Untuk Kelurahan Sicincin 

mendapat jatah 76 KK penerima BPNT. 

2. Faktor Penghambat dan 

Penunjang Penetapan BPNT 

a. Faktor Penghambat 

Penetapan BPNT 

Berdasarkanl hasill wawancaral ldan 

lobservasi, dil ketahui bahwal hambatan 

dalaml penetapan BPNT adalah 

menentukan penerima bantuan 

berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan dan pusat yang menentukan 

nama-nama yang keluar siapa saja lalu 

data yang dimiliki melebih dari 

permintaan jumlah penerima bantuan, 

dalam menentukan siapa yang pantas 

atau diprioritaskan menerima bantuan 
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sedangkan kehidupan para calon 

penerima bantuan sama saja antara yang 

satu dengan yang lainnya, dan kemudian 

nama yang diajukan ada yang belum 

keluar. 

b. Faktor Penunjang / 

pendukung Penetapan BPNT 

Mengenai mekanisme penetapan 

penerima BPNT di desa Sicincin, selain 

kendala tentunya ada penunjang atau 

pendukungnya, agar program tetap dapat 

berfungsi dan terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan, dijelaskan bahwa 

faktor penunjang dalam menetapkan 

BPNT adalah orang pusat sebagai pihak 

yang menetapkan penerima bantuan 

merupakan hal yang semestinya karena 

itu adil. Sebab jika yang menentukan 

dari pihak kelurahan, RT, RW, atau 

PSM itu ditakutkan akan terjadi 

kecurangan dalam menentukan penerima 

bantuan karena alasan keluarga ataupun 

ada hubungan dekat, kemudian dengan 

adanya kemajuan zaman. Maka 

mempermudah mengakses apa saja 

termasuk masyarakat yang terdata di 

DTKS. Hal itu mempermudah tim untuk 

mensurvei calon penerima bantuan. Lalu 

pemberian bantuan dari pemerintah telah 

membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya walaupun tidak 

banyak. Masyarakat juga antusias 

mendapatkan bantuan tersebut sehingga 

mengantarkan KK mereka ke rumah RT. 

Hal tersebut juga telah membantu 

mempermudah RT untuk mendata 

masyarakat tersebut tanpa harus data 

satu-satu ke rumah masyarakat. 

Berdasarkan pernyataan key informan 

dijelaskan bahwa Dinas Sosial telah 

memberikan SOP penerima bantuan 

BPNT agar yang mendapatkan bantuan 

adalah orang yang telah tepat sasaran. 

Sehingga Tim melakukan tugas sesuai 

dengan SOP yang telah diberikan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Proses  identifikasi penerima 
manfaat BPNT dimulai  dengan 

mengumpulkan informasi tentang 

kepala rumah tangga miskin (KK). 

Selain itu, data masyarakat 

menunjukkan bahwa penerima 

manfaat yang disukai BPNT adalah 

keluarga dengan status sosial 

ekonomi terendah, kelompok rentan, 

lansia, penyandang disabilitas, dan 

keluarga yang tinggal di kawasan 

3T. 

2. Dalam pelaksanaan program BPNT 

juga terdapat beberapa faktor 

penghambat dan faktor 

penunjang/pendukung penetapan 

penerima BPNT : 

a. Faktor penghambat atau 

kendala dalam penerimaan 

bantuan seperti data yang 

dimiliki melebihi jumlah 

permintaan penerima bantuan, 

nama yang dimasukan belum 

keluar, dan kendala lainnya 

adalah menentukan yang 

pantas menerima bantuan 

dilihat dari kehidupannya 

sedangkan semuanya hidup 

merata. 

b. Faktor penunjang/pendukung 

penetapan penerima BPNT 

adalah penetapan penerima 

bantuan yang ditentukan dari 

pusat dengan memberikan 

SOP telah membuat penerima 

bantuan tepat pada sasarannya, 

Sebab jika yang menentukan 

dari pihak kelurahan, RT, RW, 

atau PSM itu ditakutkan akan 

terjadi kecurangan dalam 

menentukan penerima bantuan 

karena alasan keluarga 

ataupun ada hubungan dekat. 

Faktor penunjang lainnya 

adalah dengan adanya 

kemajuan zaman, maka telah 

mempermudah Tim 

mengakses DTKS. Hal itu 

mempermudah tim untuk 

mensurvei calon penerima 

bantuan. Proses pemberian 

bantuan dari kantor pos telah 



JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022 Page 13 

 

 
Saran 

mempermudah pemerintah 

menyalurkan bantuan. 

Moleong, M. P. (2018). Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

1. Peneliti berharap mekanisme 

pemberian bantuan ltersebut 

berjalanl denganl lancar l ltanpa 

adanya lkendala-kendala lyang 

seriusl dan dijalankan dengan 

baik sesuai dengan SOP yang 

telah dibuat oleh Kementerian 

Sosial RI. 

2. Diharapkan lebih banyak 

peneliti yang dapat meneliti 

lebih dalam tentang praktik 

masyarakat penerima BPNT 

dan mewawancarai lebih 

banyak informan luntuk 

mendapatkanl hasill lpenelitian 

yang l lebih lbaik. 
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